BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada

bab sebelumnya mengenai penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 2.0
dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Putatgede dapat disimpulkan
sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 2.0 di Desa Putatgede
dalam pengelolaan keuangan desanya meliputi tahap dari perencanaan,
penganggaran, penatausahaan, pembukuan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan modul
pedoman penggunaan siskeudes dan asas pengelolaan keuangan desanya
sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

2. Kendala dalam penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 2.0 di Desa
Putatgede umumnya terjadi diakibatkan oleh kurangnya pemahaman dan
ketelitian Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengoperasikannya.

3. Manfaaat dari penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 2.0 di Desa
Putatgede yaitu membuat tata kelola keuangan desa lebih teratur dan
terstruktur sehingga dapat menghasilkan laporan pertanggungjawaban

yang baik.

B. Saran
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Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan
saran sebagai berikut:

1. Diharapkan perangkat desa Desa Putatgede lebih mengoptimalkan proses
penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 2.0 ini dan perangkat desa
lebih meningkatkan pemahaman alur Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
2.0 per tahap-tahapnya sehingga perangkat desa yang mengoperasikan
Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 2.0 mempunyai tingkat pemahaman
yang sama guna meminimalisir munculnya kendala dalam pengoperasian
yang disebabkan kurangnya pemahaman dan ketelitian atau miss aplikasi,
sehingga manfaat diterapkannya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 2.0
dapat dirasa lebih optimal lagi. Untuk meningkatkan pemahaman
mengenai alur Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 2.0 bisa dengan
melakukan konsultasi di Kantor Dispermasdes Kab.

2. Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengatasi kendala
sebaik dan secepat mungkin apabila terdapat kesalahan dalam penerapan
Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 2.0 dengan merekrut tenaga
pendamping ahli dalam pengoperasian Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
2.0, agar kendala yang muncul tidak mempengaruhi kualitas keuangan
desa.

3. Bagian peneliti selanjutnya, dalam penelitian selanjutnya hendaknya
diperluas sehingga dapat memberikan gambaran spesifik mengenai
penerimaan desa, pengeluaran desa, serta kegiatan yang direalisasikan,

sehingga mendapatkan gambaran penelitian secara transparansi.
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